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1.Penyamaan Persepsi Tentang Norma 
(Positivistik)

Hans Kelsen:

“It must, however, be noted that not only a norm, 
i.e., a command regulating human behaviour, can 

be created in the way prescribed by the 
constitution for the creation of law.”

(General Theory Of Law and States, p.123) 



2.Peluang Pancasila Sebagai Norma 
Hukum Normatif…(1)
Sebagai Constitutional Norms, Pancasila tersebut secara explisit tercantum
dalam Preambule; yaitu;

Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara 
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah
Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar 
Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan
Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, 
dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



2. Peluang Pancasila Sebagai Norma 
Hukum…(2)
1. Oleh karena itu Preambule bisa juga dimaknai 

sebagai konstitusi, bersifat final binding;

2. Preumble merupakan bagian tidak terpisah dari 
Konstitusi;

3. Preambule mempunyai scholar consensus (ijtima’ 
ahlul ‘ilmi) sebagai norma yang tidak 
diamandemen;



2. Peluang Pancasila Sebagai
Norma Hukum…(3)
4. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-

undangan, Preambule bisa juga dijadikan landasan
konstitusional yuridis;

5. Dalam pengujian peraturan perundang-undangan Preambule
juga bisa dijadikan batu uji; 

6. Materi hukum dari agama dengan konsep-konsep terapan
(applied concept), akan bisa menyesuaikan, dan terus
berkembang sesuai zaman, karena terdapat fleksibilitas
norma dalam Preambule;

7. DLL



3. Tantangan Pancasila Sebagai 
Norma Hukum…(1)
1. Aspek Filosofis/Ideologis Pancasila bisa menimbulkan tafsir beragam 

terhadap sila-sila dalam Pancasila, terutama sekali dalam menafsirkan 
peraturan per-UU dan kaitannya dengan Pancasila;

2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU.12/2011) tidak 
mencantumkan Pancasila sebagai bagian dari asas, berimplikasi pada 
ketidakwajiban per-UU dibawahnya untuk merujuk kepada Pancasila;

3. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan (UU.12/2011), juga luput 
memasukkan Pancasila sebagai bagian dari materi muatan, berimplikasi 
pada banyaknya per-UU dibawahnya belum sepenuhnya bermuatan kepada 
Pancasila ;



3. Tantangan Pancasila Sebagai 
Norma Hukum…(2)
4. Dalam konsideran “Mengingat” dalam peraturan perundang-undangan, 

Preambule diharapkan menjadi bagian konsideran, karena dengan demikian
Pancasila secara eksplisit dapat terakomodir sebagai bagian dalam norma;

5. Indonesia dalam posisi geografis silang dunia, sangat rentan dengan
ancaman ideologi global, menjadikan Pancasila akan terus menerus diuji
sesuai perkembangan zaman;

6. Untuk generasi milineal, perkembangan terknologi 4.0 mengakibatkan
tantangan yang dihadapi Pancasila makin beragam. Oleh karena itu, 
pendekatan Pancasila sebagai Civic Education diperlukan pendekatan khusus
kekinian.

7. Dll.



4. Kesimpulan
• Pancasila sebagai ideologi bernegara harus

dipertahankan bersama, oleh semua warga negara, 
karena Pancasila menjadi perekat dari
kemajemukan bangsa Indonesia;

• Perlu pendekatan baru untuk mengintegrasikan
Pancasila sebagai bagian dari norma peraturan
perundang-undangan. Sehingga Pancasila dapat
berfungsi sebagai ideologi aplikatif (applied 
ideology) dalam suatu peraturan perundang-
undangan;
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